Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017

KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN'
Oleh: Jefri K. R. Rantung®

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan
hukum mengatur mengenai fasilitas pelayanan
kesehatan, menurut jenis pelayanannya dan
bagaimana kewajiban negara dalam
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat menurut Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan-
ketentuan hukum mengenai fasilitas pelayanan
kesehatan menurut jenis pelayanannya sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang  Kesehatan, telah memberikan
kepastian hukum mengenai jenis pelayanan
baik perseorangan; dan pelayanan kesehatan
masyarakat. Fasilitas pelayanan dilaksanakan
oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah,
dan swasta dan didasarkan pada izin yang
diberikan. 2. Kewajiban negara dalam
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat harus memberikan akses
yang luas bagi kebutuhan penelitian dan
pengembangan di bidang kesehatan dan
mengirimkan laporan hasil penelitian dan
pengembangan kepada pemerintah daerah
atau Menteri. Dalam keadaan darurat, fasilitas
pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun
swasta, wajib  memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien
dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu dan
fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah
maupun swasta dilarang menolak pasien
dan/atau meminta uang muka. Pimpinan
penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan
masyarakat harus memiliki kompetensi
manajemen  kesehatan masyarakat yang
dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Kata kunci: Kewajiban Negara, Penyediaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Masyarakat .
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan |. Umum,
menjelaskan Dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita
bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan
tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan
nasional tersebut adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia vyang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi
serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan
nasional tersebut diselenggarakanlah upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang
merupakan suatu rangkaian pembangunan
yang menyeluruh terarah dan terpadu,
termasuk i antaranya pembangunan
kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya
untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya
dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan
berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi
pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa,
serta pembangunan nasional.

Hak kesehatan mencakup ketersediaan,
kemampuan untuk mengakses, kemampuan
untuk menerima dan kualitas layanan
kesehatan dan faktor-faktor penentu
kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar
yang mempengaruhi semua aspek kehidupan.
Oleh karena itu, hak kesehatan terkait erat
dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Orang-
orang yang sakit tidak dapat menikmati hak
atas pendidikan atau partisipasi mereka
sepenuhnya, sementara kurangnya makanan
dan perumahan, misalnya membuat hidup
dalam kesehatan yang baik menjadi sulit. Oleh
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karena itu penting untuk melihat kesehatan
secara luas.?

Sebagai hak asasi manusia, maka hak
kesehatan adalah hak yang melekat pada
seseorang karena kelahirannya sebagai
manusia, bukan karena pemberian seseorang
atau negara, karenannya tentu saja tidak dapat
dicabut dan dilanggar oleh siapapun. Negara
sebagai pengemban amanat untuk
mensejahterakan masyarakat dan bahwa sehat
itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit
tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa
dan sosial yang memungkinkan setiap orang
hidup produktif secara ekonomis, maka sesuai
dengan norma HAM, negara berkewajiban
untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.”

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas
pelayanan kesehatan merupakan bagian dari
sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan
dalam mendukung penyelenggaraan upaya
kesehatan. Penyelenggaran pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit mempunyai
karakteristik dan organisasi yang sangat
kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan
dengan perangkat keilmuannya masing-masing
berinteraksi satu sama lain. IImu pengetahuan
dan teknologi kedokteran yang berkembang
sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga
kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan
yang bermutu, membuat semakin kompleksnya
permasalahan dalam Rumah Sakit.?

Sesuai dengan uraian tersebut penulis
memilih  judul: “Kewajiban Negara Dalam
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan
hukum mengatur mengenai fasilitas
pelayanan kesehatan, menurut jenis

pelayanannya ?
2. Bagaimanakah kewajiban negara dalam
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat menurut Undang-

®Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekuensi Hukum,
Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung.
2012, hal.55.

*Ibid, hal. 56-57..

> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit I. Umum.

Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau
penelitian  kepustakaan digunakan dalam
penulisan Skripsi dengan cara melakukan
penelitian kepustakaan. Melalui penelitian
kepustakan dikumpulkan:

1. Bahan-bahan hukum primer: Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-
literatur dan karya-karya ilmiah hukum;

3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus
umum dan kamus hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder dalam
pembahasan materi dianalisis secara normative
dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan-Ketentuan Hukum Mengenai
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut
Jenis Pelayanannya
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang  Kesehatan, @ mengatur  Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dinyatakan

pada Pasal 30 ayat:

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut

jenis pelayanannya terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
b. pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan
swasta.

(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah

sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah.
Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Yang dimaksud

dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama
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adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Yang
dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat
kedua adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
spesialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan
kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan sub spesialistik.

Dalam  dunia medis yang semakin
berkembang, peranan rumah sakit sangat
penting dalam menunjang kesehatan dari
masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit
akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari
pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam
hal ini dokter, perawatan dan orang-orang yang
berada di tempat tersebut. Dari pihak rumah
sakit diharapkan mampu memahami
konsumennya secara keseluruhan agar dapat
maju dan berkembang. Dalam pelayanan
kesehatan, rumah  sakit juga harus
memperhatikan etika profesi tenaga yang
bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, akan
tetapi, tenaga profesional yang bekerja di
rumah sakit dalam memberikan putusan secara
profesional adalah mandiri. Putusan tersebut
harus di landaskan atas kesadaran, tanggung
jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan
etika profesi masing-masing.’

Oleh karena alasan tersebut pelayanan
kesehatan pada rumah sakit merupakan hal
yang penting dan harus dijaga maupun
ditingkatkan  kualitasnya  sesuai  standar
pelayanan vyang berlaku agar masyarakat
sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan
yang diberikan. Terdapat 3 (tiga) komponen
yang terlihat dalam suatu proses pelayanan
yaitu; pelayanan sangat ditentukan oleh
kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang
melakukan pelayanan, serta konsumen yang
menilai sesuatu pelayanan melalui harapan
yang diinginkannya.’

Hal tersebut cukup rasiologis, mengingat
pelayanan kesehatan rumah sakit hakikatnya
diberikan melalui bentuk pengobatan dan
perawatan. Petugas kesehatan medis dan
nonmedis bertanggung jawab untuk memberi
pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam

®Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan
Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama. PT. Prestasi
Pustakaraya, Jakarta. 2010, hal. 1.

7 Ibid, hal. 1.

hal ini dokter, memiliki tanggung jawab
terhadap pengobatan yang sedang dilakukan.
Tindakan pengobatan dan penentuan
kebutuhan dalam proses pengobatan
merupakan wewenang dokter.?

B. Kewajiban Negara Dalam Penyediaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, mengatur pada Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

a. memberikan akses yang luas bagi
kebutuhan penelitian dan pengembangan
di bidang kesehatan; dan

b. mengirimkan laporan hasil penelitian dan
pengembangan kepada pemerintah daerah
atau Menteri.

Pasal 32 ayat:

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan
kesehatan, baik pemerintah maupun
swasta, wajib memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan nyawa
pasien dan pencegahan kecacatan terlebih
dahulu.

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan
kesehatan, baik pemerintah maupun
swasta dilarang menolak pasien dan/atau
meminta uang muka.

Pasal 33 ayat:

(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas

pelayanan kesehatan masyarakat harus

memiliki kompetensi manajemen
kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.
(2) Kompetensi manajemen kesehatan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 34 ayat:

(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan perseorangan harus
memiliki kompetensi manajemen
kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan
dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan
yang tidak memiliki kualifikasi dan izin
melakukan pekerjaan profesi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

8 Ibid, hal. 1-2.

126



dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Bagi tenaga
kesehatan yang sedang menjalani proses
belajar diberikan izin secara kolektif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 ayat:

(1) Pemerintah daerah dapat menentukan
jumlah dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan serta pemberian izin beroperasi
di daerahnya.

(2)Penentuan jumlah dan jenis fasilitas
pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan
mempertimbangkan:

a. luas wilayah;

b. kebutuhan kesehatan;

c. jumlah dan persebaran penduduk;

d. pola penyakit;

e. pemanfaatannya;

f. fungsi sosial; dan

g. kemampuan dalam memanfaatkan

teknologi.

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis
fasilitas  pelayanan  kesehatan serta
pemberian izin beroperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk
fasilitas pelayanan kesehatan asing.

(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk
jenis  rumah sakit khusus karantina,
penelitian, dan asilum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, mengatur mengenai
Tanggung Jawab Pemerintah, sebagaimana
dinyatakan pada Pasal 14 ayat:

(1) Pemerintah bertanggung jawab
merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan
mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada
pelayanan publik.
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Penjelasan Pasal 14 ayat (1): Agar upaya
kesehatan berhasil guna dan berdaya guna,
Pemerintah perlu merencanakan, mengatur,
membina dan mengawasi penyelenggaraan
upaya kesehatan ataupun sumber dayanya
secara serasi dan seimbang dengan melibatkan
peran serta aktif masyarakat

Pasal 15 Pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas
kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan
yang setinggitingginya.

Pasal 16 Pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan sumber daya di bidang
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh
masyarakat untuk memperoleh  derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

Penjelasan Pasal 16 Untuk dapat
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang
merata  kepada masyarakat, diperlukan
ketersediaan tenaga kesehatan yang merata
dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya
harus merata ke seluruh wilayah sampai ke
daerah terpencil sehingga ~memudahkan
masyarakat dalam memperoleh layanan
kesehatan.

Pasal 17 Pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan akses terhadap informasi,
edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 18 Pemerintah bertanggung jawab
memberdayakan dan mendorong peran aktif
masyarakat dalam segala bentuk upaya
kesehatan.

Penjelasan Pasal 18 Peran serta aktif
masyarakat dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar
dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan segala bentuk upaya
kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan
terjangkau.

Penjelasan Pasal 19 Untuk melaksanakan
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau
oleh masyarakat diperlukan ketersediaan
fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah
sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau
oleh seluruh masyarakat.

Pasal 20 ayat:

(1) Pemerintah  bertanggung jawab atas
pelaksanaan jaminan kesehatan
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masyarakat melalui sistem jaminan sosial

nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, mengatur mengenai Pembinaan san
Pengawasan, Bagian Kesatu, Pembinaan dan
Pengawasan. Pembinaan sebagaimana
dinyatakan pada Pasal 178: Pemerintah dan
pemerintah daerah melakukan pembinaan
terhadap masyarakat dan terhadap setiap
penyelenggara kegiatan yang berhubungan
dengan sumber daya kesehatan di bidang
kesehatan dan upaya kesehatan.

Pasal 179 ayat:

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 178 diarahkan untuk:

a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam
memperoleh akses atas sumber daya di
bidang kesehatan; b. menggerakkan dan
melaksanakan penyelenggaraan upaya
kesehatan;

b. memfasilitasi dan menyelenggarakan
fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan;

c. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk
mendapatkan perbekalan kesehatan,
termasuk sediaan farmasi dan alat
kesehatan serta makanan dan minuman;

d. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat
sesuai dengan standar dan persyaratan;

e. melindungi masyarakat terhadap segala
kemungkinan yang dapat menimbulkan
bahaya bagi kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi dan

pemberdayaan masyarakat;

b. pendayagunaan tenaga kesehatan;

c. pembiayaan.

Pasal 180: Dalam rangka pembinaan,
Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat
memberikan penghargaan kepada orang atau
badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan
mewujudkan tujuan kesehatan. Pasal 181
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengawasan Pasal 182 ayat:

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap
masyarakat dan setiap penyelenggara

kegiatan yang berhubungan dengan

sumber daya di bidang kesehatan dan

upaya kesehatan.

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan
dapat memberikan izin terhadap setiap
penyelengaraan upaya kesehatan.

(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat mendelegasikan kepada
lembaga pemerintah non kementerian,
kepala dinas di provinsi, dan
kabupaten/kota yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang kesehatan.

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan
mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 183 Menteri atau kepala dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam
melaksanakan tugasnya dapat mengangkat
tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk
melakukan pengawasan terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan sumber
daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Pasal 184 Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183,
tenaga pengawas mempunyai fungsi:

a. memasuki setiap tempat yang diduga
digunakan dalam kegiatan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan
upaya kesehatan;

b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh
tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
Pasal 185 Setiap orang yang bertanggung

jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan
oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk
menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas
yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan
tanda  pengenal dan surat perintah
pemeriksaan.

Pasal 186 Apabila hasil pemeriksaan
menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga
adanya pelanggaran hukum di bidang
kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan
kepada penyidik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pasal 187
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 188 ayat:

(1) Menteri dapat mengambil tindakan
administratif terhadap tenaga kesehatan
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang
melanggar ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
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(2) Menteri dapat mendelegasikan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada lembaga pemerintah
nonkementerian, kepala dinas provinsi,
atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang kesehatan.

(3) Tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. pencabutan izin sementara atau izin

tetap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengambilan tindakan administratif
sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh
Menteri.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran Bab IX Pembinaan
dan Pengawasan. Pasal 71 menyatakan:
Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia,
pemerintah  daerah, organisasi  profesi
membina serta mengawasi praktik kedokteran
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 1 angka 3: menyatakan: Konsil
Kedokteran Indonesia adalah suatu badan
otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat
independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran
dan Konsil Kedokteran Gigi.

Pasal 1 angka 11: Profesi kedokteran atau
kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan
kedokteran atau kedokteran gigi yang
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan,
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat
melayani masyarakat.

Pasal 1 angka 12: Organisasi profesi adalah
Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan
Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter
gigi.

Pasal 1 angka 13: Kolegium kedokteran
Indonesia dan kolegium kedokteran gigi
Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh
organisasi profesi untuk masing-masing cabang
disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang
disiplin ilmu tersebut.

Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum terhadap
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana.’

° Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008, hal. 138.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, mengatur mengenai
Ketentuan Pidana Pasal 190 ayat:

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau tenaga kesehatan yang
melakukan praktik atau pekerjaan pada
fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan
sengaja tidak memberikan pertolongan
pertama terhadap pasien yang dalam
keadaan gawat darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau
Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
terjadinya kecacatan atau kematian,
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau tenaga kesehatan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Perlu diketahui Pasal 35 ayat (2)
menyatakan: dalam keadaan darurat, fasilitas
pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun
swasta dilarang menolak pasien dan/atau
meminta uang muka dan Pasal 85 ayat (2)
menyatakan: Fasilitas pelayanan kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan pada
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang menolak pasien dan/atau meminta
uang muka terlebih dahulu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai
fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis
pelayanannya sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, telah memberikan kepastian
hukum mengenai jenis pelayanan baik
perseorangan; dan pelayanan kesehatan
masyarakat. Fasilitas pelayanan
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah,
pemerintah daerah, dan swasta dan
didasarkan pada izin yang diberikan.

2. Kewajiban negara dalam penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat harus memberikan akses yang
luas bagi kebutuhan penelitian dan
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pengembangan di bidang kesehatan dan
mengirimkan laporan hasil penelitian dan
pengembangan kepada pemerintah daerah
atau Menteri. Dalam keadaan darurat,
fasilitas  pelayanan  kesehatan, baik
pemerintah  maupun  swasta, wajib
memberikan pelayanan kesehatan bagi
penyelamatan nyawa pasien dan
pencegahan kecacatan terlebih dahulu dan
fasilitas  pelayanan  kesehatan, baik
pemerintah  maupun swasta dilarang
menolak pasien dan/atau meminta uang
muka. Pimpinan penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan masyarakat harus
memiliki kompetensi manajemen
kesehatan masyarakat yang dibutuhkan
sesuai dengan Peraturan Menteri.

B. Saran

1. Fasilitas pelayanan kesehatan vyang
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah,
pemerintah daerah, dan swasta perlu
melaksanakan kegiatan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar  tujuan pembangunan
kesehatan dapat tercapai sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memerlukan dukungan dan kerjasama
antara pemerintah, pemerintah daerah,
swasta dan masyarakat untuk melakukan
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
penindakan apabila fasilitas pelayanan
kesehatan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
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